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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 9bt /1522 / TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan zona integritas menuju wilayah
bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). maka
dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju
wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
(WBBM);

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

Mengingat . l. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-undang Dasar Neggara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038 );

J



Menetapkan

Pertama

Kedua

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang
tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PEKALONGAN.

: Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman
Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Pekalongan dengan susunan

sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

: Tugas Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

a. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM);

b. berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas dimaksud;

¢. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan



Ketiga

Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Pekalongan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Tanggal . Pebruari 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan
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Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

Nomor : 961/ 1&2Z/1/2017

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA [INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BfROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PEKALONGAN.

PEMBENTUKAN TIM KERJA PE¥BANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

NO. NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM
1, Kepala Dinas Pengarah
2. | Sekretaris Ketua
3. | Ka.Bidang Pelayanan Perizinan Sekretaris
4, Ka.Bidang Kebijakan dan Promosi PM Anggota
5. Ka.Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan PM Anggota
6. Ka.Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Anggota
7 Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Anggota
8. Ka.Seksi Pengendalian PM Anggota
9. Ka.Seksi Kebijakan PM Anggota
10. | Ka.Seksi Promosi PM Anggota
11. | Ka.Seksi Pemrosesan dan Pendataan Anggota
12. | Ka.Seksi Pelaksanaan & Pengembangan PM Anggota
13. | Ka.Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Anggota
14. | Staf pada Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian Anggota
15. | Staf pada bidang pelayanan perizinan Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan
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